SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017-2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI PULAU MOROTAI,

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2016
telah berakhir pada bulan Oktober 2016, namun
Penetapan Pengangkatan Bupati Pulau Morotai, baru
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 131.82-3081 Tahun 2017, pada tanggal 16 Mei
2017;

. bahwa demi terselenggaranya proses pemerintahan pada

masa transisi maka Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dalam bentuk Peraturan
Daerah dalam proses pengajuan ke Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai,
sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2017-2022 sebagai payung hukum;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2017-2022.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



MENETAPKAN

10.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4937);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5577); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44006);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022,
yang selanjutnya disingkat RPJMD 2017-2022, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disebut Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD, adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaanya, baik yang
dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat;

4. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 2
(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati;
(2) RPJ. M Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
Zégé:atuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD;
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJM Daerah
yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi
dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD.

Pasal 5

Kepala Bappeda melakukan pemantauan pelaksanaan RPJM Daerah yang
dituangkan ke dalam Renstra SKPD.



Pasal 6

RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 menjadi

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2017-2022.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau
Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 04 September 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 04 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTALI,

ttd

A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 63

Satinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALABAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NiP-197606062011011003




